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ABSTRAK

Siti Yuwanita, 2026, 22742342059, Analisis Maslahah Terhadap Peraturan
Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan
Makanan 2025-2029 Terkait Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Sistem
Registrasi. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan
Riau.

Pemanfaatan Artificial Intelligence (Al) dalam pelayanan perizinan edar
kosmetik melalui Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Renstra BPOM
20252029 hadir untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan percepatan layanan
(maslahah hajiyyat). Namun, otomatisasi algoritma tersebut berpotensi menimbulkan
kerentanan teknis yang berisiko mengabaikan keselamatan konsumen (hifz an-nafs)
pada tingkat daririyyat. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah pengintegrasian Al
dalam sistem registrasi kosmetika serta mengevaluasi dialektika efisiensi birokrasi dan
mitigasi risiko keselamatan konsumen dari perspektif teori maslahah.

Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer
(Peraturan BPOM No. 28/2025, Perpres No. 80/2017, Al-Qur'an, dan Hadis), sekunder
(publikasi resmi BPOM dan literatur hukum Islam), serta tersier. Pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan metode
deskriptif-evaluatif dan penarikan kesimpulan deduktif. Kerangka teori yang
digunakan adalah magasid asy-syari‘ah dan teori maslahah (fokus pada hifz an-nafs
dan hifz al-mal) untuk membedah keabsahan integrasi Al tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengintegrasian Al berbasis Machine
Learning dan Natural Language Processing dalam Renstra BPOM 2025-2029
berfungsi sebagai sarana operasional mewujudkan 11 Sasaran Strategis BPOM melalui
otomatisasi evaluasi pre-market dan efisiensi waktu notifikasi. 2) Kebijakan ini
memenuhi kriteria dawabit al-maslahah al-Butt melalui penataan dua tingkatan
kemaslahatan yang proporsional, yaitu jaminan keselamatan konsumen dari kosmetik
berbahaya menduduki tingkat darariyyat (hifz an-nafs), sedangkan efisiensi birokrasi,
percepatan notifikasi, dan kepastian usaha menduduki tingkat hajiyyat (hifz al-mal).
Namun, guna mencegah kemudaratan (dar’u al-mafasid) akibat keterbatasan
algoritma, penerapan Al harus diposisikan semata sebagai sarana pendukung
keputusan (decision support system) yang terikat pada prinsip Human-in-the-Loop dan
kejelasan tanggung jawab hukum (legal liability).

Kata Kunci: Artificial Intelligence, BPOM, Maslahah, Registrasi Kosmetika,
Renstra 2025-2029.
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ABSTRACT

Siti Yuwanita, 2026, 22742342059, Maslahah Analysis of Regulation Number
28 of 2025 concerning the 2025-2029 Strategic Plan of the Food and Drug Authority
(BPOM) Regarding the Use of Artificial Intelligence in the Registration System. Sharia
Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

The use of Artificial Intelligence (Al) in cosmetic distribution licensing services
through BPOM Regulation Number 28 of 2025 concerning the 2025-2029 BPOM
Strategic Plan (Renstra) is intended to improve bureaucratic efficiency and accelerate
services (maslahah hdjiyyat). However, the automation of these algorithms has the
potential to create technical vulnerabilities that risk neglecting consumer safety (hifz
an-nafs) at the daruriyyat level. This study aims to analyze the direction of Al
integration in the cosmetics registration system and evaluate the dialectic of
bureaucratic efficiency and consumer safety risk mitigation from a maslahah theory
perspective.

This normative juridical legal research employs a statutory and conceptual
approach. The legal materials used include primary (BPOM Regulation No. 28/2025,
Presidential Regulation No. 80/2017, the Qur'an, and Hadith), secondary (official
BPOM publications and Islamic legal literature), and tertiary sources. Data collection
was conducted through a literature review, analyzed qualitatively using descriptive-
evaluative methods and deductive drawing of conclusions. The theoretical framework
used is Magqgasid asy-Syari‘ah (or Magqgasid al-Shari‘ah) and maslahah theory
(focusing on hifz an-nafs and hifz al-mal) to examine the validity of the Al integration.

The research findings indicate that: 1) The integration of Al—based on
Machine Learning and Natural Language Processing—into BPOM's 2025-2029
Strategic Plan serves as an operational mechanism to_achieve BPOM's 11 Strategic
Objectives by automating pre-market evaluations and improving the time efficiency of
the notification process. 2) This policy satisfies al-Biti's dawabit al-maslahah (criteria
for public interest) by establishing a proportional hierarchy of public interests:
ensuring consumer safety against hazardous cosmetics falls under the dariiriyyat level
(hifz an-nafs), whereas bureaucratic efficiency, accelerated notification processes, and
business certainty fall under the hajiyyat level (hifz al-mal). However, to prevent harm
(dar’u al-mafasid) arising from algorithmic limitations, the implementation of AI must
be positioned solely as a decision support system, bound by the Human-in-the-Loop
principle and clear legal liability.

Keywords: Artificial Intelligence, BPOM, Maslahah, Cosmetics Registration,
2025-2029 Strategic Plan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun1987 & 0543/b/U/1987
Pengalihan huruf adalah proses pengubahan dari satu sistem abjad ke abjad
lainnya. Dalam hal ini, pengalihan Arab-Latin merupakan konversi karakter Arab ke
karakter Latin beserta perangkat pendukungnya.
A. Konsonan
Bunyi konsonan dalam sistem tulisan Arab dilambangkan melalui huruf-
huruf tertentu. Dalam proses transliterasi ke huruf Latin, karakter tersebut
dialihkan menjadi huruf tunggal, simbol khusus, atau kombinasi antara huruf dan
simbol. Daftar karakter Arab beserta konversi Latinnya dapat dilihat sebagai
berikut:
Berikut ini ialah daftar karakter Arab yang dimaksud beserta konversinya

ke dalam huruf latin.

Tabel 0.1

Transliterasi Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
<@ ba b be
< ta t te
< Sa $ (titik di atas) es (dengan titik di atas)
z jim ] je
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. Ha )y (titik di bawah) Ha(dir;g;:;;“k di
¢ kha kh Ka dan ha
2 dal d de
A Zal 7 (titik di atas) Zet (dengan titik diatas)
J ra r er
J zai z zet
o sin ] es
B syin sy Es dan ye
o Sad s (titik di bawah) | es (dengan titik di bawah)
L Dad 3 (titik/h haywah) de (dengan titik di
bawah)
b Ta t (titik di bawah) | te (dengan titik di bawah)
. Za 1~ zet(dengan titik di
L z (titik di bawah) bawah)
g ‘ain ¢ (koma terbalik) koma terbalik (di atas)
d gain g ge
- fa f ef
3 qaf q ki
4 kaf k ka
J lam 1 el
¢ mim m em
J nun n en
3 wau w we
o ha h ha
s hamzah 7 apostrof
s ya y ye

B. Vokal
Bunyi vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya bunyi vokal dalam bahasa
Indonesia, terbagi menjadi bunyi vokal tunggal atau monoftong dan bunyi vokal

gabungan atau diftong.
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1. Vokal Tunggal
Bunyi vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau

harakat, konversinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2

Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
Fathah a a
Kasrah i i
Dammah u u
Contoh:
u-:/f kataba

& ;/Iv syariba
2. Vokal Rangkap

Bunyi vokal gabungan bahasa Arab yang simbolnya merupakan

kombinasi antara harakat dan huruf, konversinya berupa gabungan huruf

sebagai berikut:
Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
e Fathah dan ya ai adanu
3: Fathah dan wau au adanu




Contoh:

iy kaifa
J}fb haula
C. Maddah

Bunyi panjang atau maddah yang simbolnya berupa harakat dan huruf,

konversinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi Maddah
Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
& |- Fathah dan alif atau a dan garis di atas
ya 7
b . Kasrah dan ya 1 1 dan garis di atas
A Dammah dan wau i u dan garis di atas
Contoh:
Ji qala

& gila
D. Ta’ Marbutah
Pengalihan huruf untuk ta' marbutah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:
1. Ta’marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammabh,

transliterasinya adalah “t”.
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Contoh:
JW S Zakatul-mal
& &~ Rahmatullah
2. Ta’marbutah mati
Ta' marbutah yang tidak bervokal atau yang mendapatkan harakat sukun,
konversinya adalah 'h'.
Contoh:
45‘--b- Khadijah
LAs Madinah
3. Apabila pada kata terakhir dengan ta’" marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta pembacaan kedua kata tersebut terpisah,
maka ta' marbutah tersebut dikonversikan dengan 'h'.
Contoh:
{45}\:5\ £ al-Sunnah al-Nabawiyyah

£2)) J.m\ X3 “Agidah ahl al-Sunnah

E. Syaddah (Tasydid)
Penekanan atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah simbol, baik simbol syaddah maupun simbol tasydid,
dikonversikan dengan huruf, yaitu huruf yang identik dengan huruf yang diberi

simbol syaddah tersebut.
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F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf JI,
akan tetapi dalam proses pengalihan huruf ini kata sandang tersebut dibedakan
menjadi:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah kata sandang yang diikuti oleh
huruf syamsiyah dikonversikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I”

digantikan dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

K

oA ar-Rahman

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah kata sandang yang diikuti oleh
huruf qamariyah dikonversikan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan di awal dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

S alKitab

3. Baik yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang
dituliskan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan
tanpa tanda hubung.

Contoh:

iﬁ.—‘ al Jannah
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G. Hamzah
Hamzah dikonversikan sebagai tanda apostrof. Meskipun demikian,
ketentuan ini hanya berlaku untuk hamzah yang posisinya di tengah dan di akhir
kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena
dalam sistem tulisan Arab berbentuk alif.
Contoh:
R mu'min
£l syai'

° ‘/o
-

w23 Ibrahim

H. Penulisan Kata
Pada prinsipnya setiap kata, baik kata kerja, kata benda maupun huruf
dituliskan secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan
huruf Arab sudah lazim digabungkan dengan kata lainnya karena terdapat huruf
atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut juga digabungkan
dengan kata lain yang mengikutiya.

Contoh:

u.{J\ 8] fial-bayt
29 & aaat-ard

A o Bismillah (Huruf alif pada ismi dihilangkan)
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Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
proses pengalihan huruf ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf
kapital mengikuti kaidah yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Ketika
nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.,

Contoh:

:)}»ﬁ‘ fww al-Madinah al-Munawwarah

:)T,:J\ al-Qur’an
Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan ketepatan dalam pelafalan, pedoman
pengalihan huruf ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dengan Ilmu
Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman pengalihan huruf ini perlu disertai

dengan panduan tajwid.
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MOTTO

SRR
“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan™.'
(Asy-Syarh [94]:5)

q“w 0o A8 7% .\
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(Hadits Riwayat H.R. at-Tabran1)

Al 5s

' Q.S. Asy-Syarh (94): 5.
2 Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad ath-Thabrani, 4/-Mu jam al-Ausath, (Kairo: Dar al-
Haramain, 1995), VI: 58, no. 5787.
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Tidak lupa kepada seluruh teman, rekan seperjuangan, serta semua pihak yang
namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebaikan,
kebersamaan, bantuan, dan setiap momen berharga yang telah diukir bersama.
Kebaikan dan dukungan kalian, sekecil apa pun, tetap memiliki arti besar dalam
perjalanan akademik penulis.

Serta untuk diriku sendiri, terima kasih atas segala perjuangan dan kesabaran yang

luar biasa dalam melangkah sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah,

meskipun di tengah perjalanan ada banyak rasa lelah dan keraguan yang menguras
energi serta pikiran. Terima kasih telah bertahan dan bertumbuh dengan baik.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena
berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi kini telah menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di era modern, karena
mampu mempermudah berbagai aktivitas serta menghadirkan cara-cara baru
dalam menjalani kehidupan. Perkembangannya yang pesat juga menjadi tolok
ukur kemajuan suatu negara, sehingga setiap individu dituntut untuk mampu
menguasainya. Seiring dengan hal ini, peran teknologi informasi semakin besar
dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat salah satunya pada
dibidang industri. Teknologi yang tengah berkembang pesat saat ini yaitu
teknologi Artificial Intelligence (Al), yang muncul sebagai sebuah revolusi yang

menjanjikan.?

Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sistem berbasis
komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas yang umumnya
memerlukan kemampuan intelektual manusia. Teknologi ini mampu mengambil
keputusan melalui proses analisis dan pengolahan data yang tersedia dalam sistem.

Dalam operasionalnya, Al melibatkan tahapan pembelajaran (learning), penalaran

3 Muh David Balya Al, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif
Sosial Budaya,” TUTURAN: Jurnal llmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 3 (Agustus,
2023), hlm. 274-301



(reasoning), serta perbaikan diri (self-correction), yang secara konseptual
menyerupai cara manusia menganalisis informasi sebelum menetapkan suatu

keputusan.*

Transformasi digital yang masif mengharuskan entitas bisnis untuk terus
berinovasi demi menjaga relevansi dan daya saing. Integrasi artificial intelligence
dalam proses pengambilan keputusan strategis menjadi. instrumen krusial,
mengingat kemampuan teknologi ini dalam mengolah serta menganalisis data
berskala besar secara presisi dan efisien. Penerapan teknologi ini kini mulai
menjangkau sektor birokrasi pelayanan publik di Indonesia sebagai upaya

digitalisasi tata kelola pemerintahan.®

Sebagai otoritas resmi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2017 untuk menjalankan fungsi pengawasan dan perizinan edar
komoditas obat serta makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
merespons arus transformasi digital tersebut melalui penetapan kebijakan strategis
bertaraf normatif. Hal ini diwujudkan melalui pengesahan Peraturan BPOM
Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat
dan Makanan Tahun 2025-2029. Regulasi ini menjadi landasan hukum formal

sekaligus dokumen perencanaan makro yang mengarahkan arah kebijakan, visi,

4 M. Sobron Yamin Lubis, Implementasi Artificial Intelligence pada System Manufaktur
Terpadu, (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2021), hlm. 1.

5 Rusdi Hidayat Nugroho, dkk., “Strategi Teknologi Artificial Intelligence (Al) dalam
Pengambilan Keputusan Bisnis di Era Digital,” Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital, Vol. 2, No. 2
(2025), hlm.1-7.



dan transformasi pengawasan BPOM untuk lima tahun ke depan, yang secara
eksplisit memasukkan integrasi teknologi artificial intelligence dalam

modernisasi sistem registrasi produk.¢

Dalam kerangka tersebut, pemanfaatan Al mulai diintegrasikan secara
spesifik ke dalam sistem perizinan kosmetik pada 28 November 2025 untuk
mempercepat layanan, meminimalkan Auman error, dan meningkatkan presisi
penilaian. - Kebijakan ini merupakan langkah  konkret dalam mendukung
modernisasi birokrasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus wujud
komitmen Kepala BPOM, Taruna Ikrar, untuk menghadirkan pelayanan publik

yang transparan, efektif, dan adaptif di era digital.”

Secara teknis dan strategis, integrasi tersebut dilakukan melalui penerapan
Natural Language Processing (NLP), Machine Learning (ML), serta otomatisasi
verifikasi data. Skema ini dirancang guna meningkatkan efisiensi tata kelola
administrasi perizinan, sehingga proses penilaian produk dapat berjalan lebih

responsif terhadap pesatnya perkembangan dunia usaha.

Namun demikian, penentuan arah kebijakan regulasi melalui Peraturan
BPOM Nomor 28 Tahun 2025 ini menghadirkan ruang analisis dari perspektif

hukum Islam, khususnya melalui pendekatan teori maslahah. Di satu sisi,

¢ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

7 Bima, “BPOM Gunakan Al untuk Percepatan Izin Edar Kosmetik dan Perkuat Pengawasan
Keamanan Produk Nasional,” https://youtu.be/psIRFKcDp U?si=wrj5Xt4eg66EzsNu. Diakses pada
tanggal: 3 Februari 2026.



pengintegrasian Al dalam sistem registrasi menjanjikan kemaslahatan (maslahah)
pada tingkat hajiyyat. Kebijakan ini berpotensi meretas kerumitan birokrasi,
mempercepat sirkulasi ekonomi, dan menghilangkan kesukaran (raf‘ul-haraj)

bagi para pelaku usaha yang sejalan dengan prinsip kemudahan dalam Al-Qur'an:
O3E 80als 3K U e 195885 830 1,LS3 2201 2 By

Artinya:".....Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu  dan  tidak
menghendaki kesukaran....”

D1 sisi lain, kebijakan penggunaan Al dalam sistem registrasi ini
menyimpan potensi risiko terhadap kemaslahatan dasar (maslahah dariiriyyat)
kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia
maupun di akhirat, yang terdiri dari lima aspek, yaitu menjaga agama, menjaga
jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga kekayaan.’ khususnya aspek
hifz an-nafs (perlindungan jiwa dan keselamatan konsumen). Ketergantungan
pada algoritma dan otomatisasi sistem membuka celah risiko kerentanan teknis
(system error), bias data, hingga potensi lolosnya verifikasi bahan-bahan
berbahaya jika sistem gagal mendeteksi secara presisi. Potensi risiko kegagalan
regulasi ini berbenturan dengan prinsip dasar hukum Islam sebagaimana dalam

hadis Nabi SAW:

8 Q.S. Al-Bagarah (2): 185.
® Syarif Hidayatullah, “MaslahahMursalah Menurut al-Ghazali”, al-Mizan, Vol. 2, No. 1
(Februari, 2018), hlm. 117., DOI: https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163.
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e Ny e N

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain"
(HR. Ibn Majah)."

Dalam hirarki maqashid asy-syariah, perlindungan terhadap jiwa
konsumen (daririyyat) merupakan prioritas mutlak yang tidak boleh terabaikan
demi sekadar mengejar efisiensi administrasi (/ka@jiyyat). Oleh karena itu,
diperlukan kajian untuk menganalisis secara kritis apakah Peraturan BPOM
Nomor 28 Tahun 2025 tentang Renstra BPOM 2025-2029 ini telah
mengonstruksikan keseimbangan antara nilai kemanfaatan Al dan mitigasi
risikonya secara sah, ataukah justru berpotensi terjebak dalam maslahah

muwahhamah atau kemaslahatan yang semu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian
mendalam  dengan  judul: - ANALISIS =~ MASLAHAH TERHADAP
PERATURAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2025-2029
TERKAIT PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM

SISTEM REGISTRASI.

2340.

1 Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), II: 784, no.



B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, batasan masalah difokuskan pada analisis
subtansi norma dalam Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis BPOM 2025-2029 terkait pengintegrasian Artificial Intelligence (Al)
dalam sistem registrasi kosmetika. Ruang lingkup pembahasan dibatasi pada
perspektif teori maslahah, dengan menitikberatkan pada dialektika antara efisiensi

birokrasi dan perlindungan keselamatan konsumen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka
permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana arah pengintegrasian artificial intelligence dalam sistem registrasi
kosmetik berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Renstra BPOM 2025-2029?

2. Bagaimana analisis maslahah terhadap pengintegrasian artificial intelligence
dalam kebijakan registrasi kosmetika BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang

Renstra BPOM 2025-2029?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini sebagai

berikut:



a. Untuk menganalisis arah pengintegrasian artificial intelligence dalam
sistem registrasi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis BPOM 2025-2029.

b. Untuk menganalisis tinjauan maslahah terhadap pengintegrasian artificial
intelligence dalam sistem registrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPOM 2025-
2029.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitiannya sebagai berikut:

a. Secara Akademik

1) Sebagai satu syarat bagi peneliti dalam memperoleh gelar Sarjana
Hukum di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan
Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam pengembangan teori
maslahah untuk merespons dinamika regulasi dan pemanfaatan
teknologi artificial intelligence pada sistem pelayanan publik dan
perizinan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta
pemahaman yang mendalam mengenai arah kebijakan pemanfaatan

Artificial Intelligence (Al) dalam sistem registrasi sebagaimana diatur



dalam Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
BPOM 2025-2029, serta tinjauannya secara kritis dari perspektif

maslahah.

E. Kajian Terdahulu
Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian
yang akan peneliti teliti sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang di tulis oleh Bella Nathasya, tahun 2022
yang berjudul “Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dalam Perspektif
Maslahah™. Kajian ini meninjau efektifitas pengawasan BPOM terhadap
kosmetik Korea ilegal di Pekanbaru serta perlindungan hukum bagi
konsumennya. Hasilnya menunjukkan bahwa meski mayoritas produk telah
berizin, BPOM tetap berperan krusial dalam mengawasi zat berbahaya sebagai
bentuk perlindungan kemaslahatan konsumen. !

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah
fokus pada peran BPOM dan menggunakan perspektif maslahah dalam
mengkaji perlindungan masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini
merupakan penelitian empiris yang menitikberatkan pada aspek yuridis

pengawasan produk di pasar retail, sedangkan penelitian ini merupakan

! Bella Nathasya, Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal dalam
Perlindungan Hukum Konsumen Dingin Air Pekanbaru, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam
Riau, Pekanbaru, 2022.



penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis maslahah terhadap
substansi norma dalam pengintegrasian Artificial Intelligence (Al) dalam
Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Renstra BPOM 2025-2029.

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Imroatul Latifa Alawiyah,
tahun 2024 yang berjudul “Peran Artificial Intelligence Dalam Membangun
Budaya Hukum Konsumen Digital di Jawa Timur (Studi di Unit Pelaksana
Teknis Perlindungan Konsumen Malang-DISPERINDAG . Provinsi Jawa
Timur)”. Penelitian ini membahas bagaimana Artificial Intelligence (Al)
membantu instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan bisnis online,
penanganan pengaduan dan edukasi hak konsumen  digital. Hasilnya
menunjukkan bahwa Al berperan penting dalam meningkatkan efisiesi
pengawasan sesuai undang-undang perlindungan konsumen, meski masih
terdapat kendala infrastruktur dan keterbatasan sumber daya manusia di
lapangan.'?

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah
mengkaji penggunaan teknologi Artificial Intelligence (Al) dalam lingkup
instansi pemerintah untuk tujuan perlindungan publik. Perbedaanya,
penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan peneliti

menggunakan metode yuridis normatif.

12 Imroatul Latifa Alawiyah, Peran Artificial Intelligence Dalam Membangun Budaya Hukum
Konsumen Digital di Jawa Timur (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Malang-
DISPERINDAG Provinsi Jawa Timur), Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim, 2024)



3. Penelitian lain dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Imam Suyudi, dkk.
Pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Pengawasan Post-Market Pengawas
Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya”. Penelitian ini
menyoroti kerentanan peredaran kosmetik ilegal dan pentingnya pengawasan
post-market untuk melindungi keselamatan konsumen dari produsen yang
berbuat curang demi keuntungan ekonomi.!?

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti terletak pada
objek pengawasan BPOM terhadap keselamatan dan mutu produk yang
dikonsumsi masyarakat. Akan tetapi terdapat perbedaan, dimana penelitian ini
menggunakan pendekatan kriminologi dan berfokus pada pengawasan setelah
produk beredar (post-market), Sementara itu, penelitian ini merupakan kajian
hukum normatif yang berfokus pada analisis norma pengaturan registrasi
berbasis artificial intelligence pada tahap pre-market sebagaimana tertuang
dalam Renstra BPOM 2025-2029 dari perspektif hukum Islam

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Ambar Widyastuti, dkk. pada
tahun 2022, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Izin Prosedur Baru
BPOM Tentang Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perizinan

BPOM dalam notifikasi kosmetika. Penelitian ini mengungkap bahwa

3 Imam Suyuti dkk., “Analisi Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat dan makanan
pada Peredaran Kosmetik Berbahaya,” EVIANCE:Jurnal Kriminologi, Vol. 6 NO. 2(Desember 2022),
hlm 140, DOI: http://dx.doi.org/10.36080/djk.2103.

10
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prosedur baru BPOM sangat memudahkan produsen melalui sistem
pendaftaran daring yang efisien dan fleksibel.'

Penelitian ini terdapat persamaan pada objek kajiannya yakni
mekanisme perizinan/registrasi kosmetika baru di lingkungan BPOM.Adapun
perbedaanya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek administrasi
publik dan efektivitas birokrasi formal prosedur notifikasi, sedangkan
penelitian pemulis mengkaji norma hukum perencanaan strategis penggunaan
Al dalam sistem registrasi pada Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2025 ditinjau
dari teori maslahah.

5. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek administrasi Penelitian jurnal
yang dilakukan oleh Perdhana Ari Sudewo dkk pada tahun 2023 yang judul
"Analisis Risiko dan Peluang Artificial Intelligence dalam Proses Bisnis
Pengawasan Obat dan Makanan". Penelitian ini menyimpulkan implementasi
teknologi Artificial Intelligence (Al) dan Machine Learning (ML) di BPOM
memberikan peluang besar dalam mempercepat pengembangan produk,
meningkatkan efisiensi pemantauan kualitas, serta mendeteksi produk palsu
secara lebih akurat. Penelitian ini juga memberikan catatan kritis mengenai

adanya risiko terkait validitas output AI, keamanan data, serta belum

4 Ambar Tri Widyastuti, dkk., “Implementasi Kebijakan Izin Prosedur Baru BPOM tentang
Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5, No. 1(April 2022), hlm 53-
62. https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/9806.

11



tersedianya regulasi yang mengatur etika penggunaan teknologi tersebut di
lingkungan pengawasan obat dan makanan.'s

Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu
transformasi digital di lingkungan BPOM melalui pemanfaatan artificial
intelligence demi menjamin standar keamanan dan mutu produk yang
dikonsumsi - masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan
pendekatan risk-based thinking berdasarkan standar manajemen mutu untuk
memetakan risiko organisasi secara umum di berbagai sektor obat dan
makanan.
Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Mariana Mugiono, dkk. Pada
tahun 2024, yang judul “Efektivitas Penanganan Produk Yang Beredar Oleh
BPOM Surabaya: Dampak Bagi Konsumen dan Kesehatan Masyarakat”.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dicapai melalui
integrasi pengawasan pre-market dan post-market yang konsisten, guna
mengantisipasi efek samping berbahaya dari zat kimia pada produk.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
terletak pada fokus terhadap peran strategis BPOM dalam mengawasi

keamanan produk kesehatan dan kecantikan demi kepastian hukum bagi

15 Perdana Ari Sudewo dkk, “Analisis Risiko dan Peluang Artificial Intelligence dalam Proses

Bisnis Pengawasan Obat dan Makanan”, Jurnal Widyaiswara Indonesia, Vol. 4, No. 3(2023), hlm 99-
114,. DOI: https://doi.org/10.56259/jwi.v4i3.210.

16 Mariana Mugiono dkk, “Efektifitas Penanganan Produk Yang Beredar Oleh BPOM

Surabaya: Dampak Bagi Konsumen dan Kesehatan Masyarakat”, UNES Law Review, Vol.6, No. 4, (Juni
2024),.DOLI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.

12
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masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas
tindakan pengawasan secara umum dan penindakan pasca-edar (post-market).
Sementara itu, penelitian peneliti berfokus pada modernisasi pre-market

melalui implementasi artificial intelligence.

F. Kerangka Teori
1. Notifikasi Kosmetika

Dalam sistem pengawasan kosmetika, izin edar dikenal dengan istilah
notifikasi kosmetik, yaitu proses pendaftaran produk kepada BPOM sebagai
bentuk pengawasan terhadap keamanan, mutu, dan manfaat produk.'” Sistem
notifikasi menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab
utama atas keamanan produk, sedangkan BPOM melakukan pengawasan
sebelum dan sesudah produk beredar.

Kosmetika sendiri adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk
digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku,
bibir dan lain lain untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan
dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh
dengan baik.'®

Definisi ini berlandaskan pada mandat Pasal 138 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menetapkan bahwa seluruh

17 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
18 Ibid.pasal 1 ayat (1).
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sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar wajib memenuhi standar serta
persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan."

Perizinan kosmetik di Indonesia diatur dalam Peraturan BPOM Nomor
21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Sebagai
dasar hukum pembaharuan dan percepatan layanan perizinan berbasis
teknologi, BPOM menetapkan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Regulasi ini menjadi landasan yuridis
utama yang mengamanatkan otomatisasi dan modernisasi sistem perizinan
guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta presisi pengawasan.

2. Artificial Intelligence Sebagai Walisah Hukum

Artificial  Intelligence (Al) atau kecerdasan buatan merupakan
teknologi sistem komputer yang dirancang untuk mensimulasikan kecerdasan
manusia, seperti menganalisis data, memproses bahasa alami (natural
language processing), dan mengidentifikasi pola (machine learning).*

Dalam konstruksi hukum administrasi negara, integrasi artificial
intelligence pada sistem registrasi dan notifikasi produk tidak sekadar sebagai
alat bantu teknis, melainkan sebagai instrumen modernisasi hukum

administrasi.

Y Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Pasal 138.

20 Imroatul Latifa Alawiyah, Peran Artificial Intelligence Dalam Membangun Budaya Hukum
Konsumen Digital di Jawa Timur (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Malang-
DISPERINDAG Provinsi Jawa Timur), skripsi tidak diterbitkan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,
2024), hlm.1
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Kecerdasan buatan (artificial intelligence) pada hakikatnya
berkedudukan sebagai wasilah (sarana), bukan tujuan akhir. Dalam doktrin
hukum Islam, kedudukan hukum suatu sarana sangat bergantung pada tujuan
dan dampak yang dihasilkannya, sebagaimana termaktub dalam kaidah
fighiyah:

Lol 32T d 2t
Artinya: “Sarana atau media hukum memiliki hukum yang sejalan dengan
tujuan yang ingin dicapai.”*!

Sebagai wasilah, kecerdasan buatan merupakan instrumen netral.
Konstruksi ' teori wasilah menetapkan bahwa validitas penggunaan suatu
instrumen teknis dalam ranah publik diukur dari sejauh mana sarana tersebut
efektif mendukung pencapaian tujuan-tujuan primer syariat (magasid asy-

syari ‘ah), khususnya pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs) dan pemeliharaan harta

(hifz al-mal).

Selain itu, kedudukan wasilah dalam kerangka teori ini diperkuat oleh

kaidah fighiyah mengenai urgensi instrumen penunjang kewajiban:

Loty 38 4 V) ol A5 Y G

!

21 Abu Ishaq asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul ash-Syari'ah (Jilid 2), Dar al-Kutub al-
'llmiyyah, Beirut, 2004, hlm. 114-116.
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Artinya: “Suatu kewajiban yang tidak dapat terselenggara secara sempurna
melainkan dengan adanya sesuatu sarana, maka penyediaan sarana
tersebut menjadi wajib hukumnya.

Melalui pendekatan teori ini, ketika suatu otoritas publik memiliki
kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang presisi,
keberadaan teknologi modern berkedudukan sebagai sarana penunjang
(wastlah daririyyah) yang berfungsi memastikan kewajiban pelayanan publik
dan pengawasan tersebut dapat terlaksana secara optimal.

. Konsep Maslahah Dalam Hukum Islam

Menurut Imam al-Ghazali, sebagaimana dijelaskan oleh Busyro,
Maslahahsecara hakiki bukanlah sekadar meraih manfaat atau menolak
kerusakan berdasarkan keinginan manusia semata. Lebih jauh, maslahah
adalah segala upaya yang bertujuan untuk memelihara maksud syariat
(magqdasid asy-syari‘ah) melalui perlindungan terhadap lima prinsip utama,
yakni agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan
(hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal), sehingga tercipta keteraturan antara
Pencipta dan makhluk-Nya. Segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya

kelima prinsip tersebut disebut maslahah, sedangkan setiap hal yang

meniadakannya disebut mafsadah.?

22 Abt Hamid al-Ghazali, AI-Mushtasfa min ‘Ilm al-Usil, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-

“Ilmiyyah, 2000), hlm. 70.

23 Busyro, Magashid al-Syari’ah, cet. ke-2 (Ponorogo: Wade Publish, 2017), hlm.45-49.
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Dalam kajian magqasid asy-syari‘ah modern, konsep maslahah
diposisikan sebagai inti dari tujuan hukum Islam. Hukum Islam tidak
dimaksudkan untuk memberatkan manusia, melainkan untuk menciptakan
kemaslahatan dan menolak kerusakan.?* Prinsip tersebut sejalan dengan firman

Allah SWT dalam Al-Qur’an.
Gl 5 V) ST g

Artinya :“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali
sebagai rahmat bagi seluruh alam”.>

Hukum  Islam secara fundamental berorientasi pada pencapaian
manfaat dengan menekankan pada harmonisasi regulasi guna mendorong
kesejahteraan umat. Prinsip utamanya menegaskan bahwa hukum sejatinya

berfungsi untuk melayani kepentingan publik.?

Kemaslahatan merupakan inti dari penetapan hukum Islam yang
bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia. Dalam ushul fikih,
kemaslahatan dapat dipahami dalam tiga klasifikasi utama yang saling

berkaitan dalam menentukan arah kebijakan hukum.

24 Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, (Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam), (Jakarta:
Rajawali Pers, 2017), hlm. 21.

% Q.S. Al-Anbiya (21): 107.

26 Achmad Lathoiful Alam Syah, dkk., “Maqashid Syari'ah dalam Kebijakan Publik: Analisis
Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia”, Muta 'allim: Jurnal Pendidikan
Agama Islam, Vol. 4, No. 3 (2025). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mjpai.
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Pertama, maslahah ditinjau dari aspek kadungannya ada al-
maslahahal-'ammah (kemaslahatan umum), yaitu kepentingan yang mencakup
masyarakat luas atau mayoritas umat bukan sekadar kepentingan individu.
Prinsipnya adalah melindungi stabilitas sosial dan spiritualitas publik.?” Lalu
ada al-maslahahal-khasshah  (kemaslahatan . khusus), ini merupakan
kemaslahatan yang bersifat individual atau privat dan jumlahnya relatif

terbatas.2®

Kedua, maslahah ditinjau dari aspek legitimasi syariat terhadap
eksistensi manfaat, yang membagi kemaslahatan menjadi kategori
maslahahmu tabarah yang didukung dalil, maslahah mulgah yang ditolak
syariat, serta maslahah mursalah yang tidak memiliki dalil khusus namun
sejalan dengan prinsip umum syariat.” Ketiga, maslahah ditinjau dari aspek
kualitas dan urgensi kepentingannya yang menempatkan kemaslahatan dalam

hierarki maslahah dariiriyyat, maslahah hajiyydat dan maslahah tahsiniyyat.

Merujuk pada poin terakhir mengenai aspek kualitas dan urgensi
tersebut, para ulama ushul fikih membagi maslahah berdasarkan tingkat

kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu daririyyat, hajiyyat dan

27 M. A. Wahyudi, “Maslahahal-Mursalah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara:
Perspektif NU dan Ulama Mazahib al-Arba'ah”, Jurnal Al-Maslahah, Vol. 16, No. 1 (Juni, 2020), hlm.
10., DOI: https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1566.

28 M. A. Nasution dan N. Sari, “Penerapan MaslahahMursalah dalam Ekonomi Islam dan
Hukum Keluarga”, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1 (Mei, 2016), hlm. 55,
https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/480/381.

2 Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 235.
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tahsiniyyat. Pembagian ini juga digunakan dalam kajian kontemporer sebagai
kerangka analisis magdasid asy-syari ‘ah untuk mengukur sejauh mana sebuah

kebijakan memberikan perlindungan esensial bagi publik.3

a. Maslahah Dharuriyyat
Maslahah darariyyat adalah kebutuhan dasar manusia di dunia dan
akhirat yang harus terpenuhi karena berkaitan langsung dengan kelangsungan
hidup manusia. Jika tidak terpenuhi, kehidupan dapat rusak. Tingkat ini
meliputi lima tujuan utama syariat yaitu menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta.
b. Maslahah Hajiyyat
Maslahah hdajiyyat adalah kebutuhan sekunder yang berfungsi
memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika tidak terpenuhi,
tidak sampai merusak kehidupan, tetapi dapat menimbulkan kesempitan.
maslahah ini juga sebagai penyempurna dari maslahah darariyyat dalam
memelihara lima unsur pokok diatas.
c. Maslahah Tahsiniyyat
Maslahah ini kerap dikenal sebagai maslahah takmiliyyat yaitu

maslahah yang sifatnya adalah pelengkap yang bertujuan

30 Rohidin, “Kontekstualisasi Magashid al-Syariah dalam Kebijakan Publik di Indonesia”, JHI:
Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 1 (2021)., DOI: https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.4115.
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menyempurnakan kualitas hidup manusia, setelah terpenuhinya

maslahah daririyyat dan hajiyyat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan
hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin,
serta sumber hukum, termasuk dalam hukum Islam seperti Al-Qur’an,
Sunnah, dan ijtihad.’! Objek penelitian dianalisis secara kualitatif dengan
menitikberatkan pada norma-norma hukum yang relevan, serta dikaji
menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya konsep maslahah.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan melalui
penelaahan komprehensif terhadap berbagai aturan hukum dan regulasi yang
berkaitan dengan pokok permasalahan.’? Selain itu, penelitian ini juga
menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) mendasarkan

kajiannya pada pandangan serta doktrin yang berkembang di dalam ilmu

31 Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam, cet. ke-2
(Jakarta: Kencana, 2018), him.39-44

32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press,
2020), hlm.56
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hukum. Pemilihan pendekatan penelitian pada dasarnya bertujuan untuk
menjawab isu hukum yang diteliti, sehingga kesesuaian antara pendekatan
dan pokok permasalahan menjadi pertimbangan utama.3?
3. Sumber Hukum
Dalam penelitian kepustakaan, sumber penelitian tidak berupa
responden, melainkan bahan-bahan hukum yang menjadi sumber kajian.
Bahan yang digunakan meliputi: 3
a. Bahan Hukum Primer
1) Sumber Hukum Islam
Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memuat prinsip kemudahan
muamalah, keadilan, perlindungan jiwa dan harta (hifz an-nafs wa al-
mal), serta kaidah fighiyyah terkait kemaslahatan publik.
2) Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan:
a) Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2025-2029.
b) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
c) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas

Obat dan Makanan.

33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press,
2020), him.57

3 Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam, cet. ke-2
(Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 59-64.
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b. Bahan Hukum Sekunder
1) Publikasi Resmi BPOM
Siaran pers resmi, laporan kinerja, serta dokumen sosialisasi
penerapan Al dalam sistem notifikasi yang dipublikasikan melalui
kanal resmi BPOM.
2) Literatur Hukum Islam
Kitab dan buku ushul figh klasik maupun kontemporer yang
membahas konsepsi maslahah dan magasid asy-syari‘ah (seperti
karya Imam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, M. Said Ramadhan al-Buthi,
dan ulama kontemporer lainnya).
3) Buku dan jurnal ilmiah yang mengkaji teknologi khususnya Al
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Istilah Hukum, serta
Ensiklopedia Hukum Islam.
4. Teknis Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu
merupakan kegiatan menelaah berbagai informasi tertulis yang berkaitan
dengan hukum, yang diperoleh dari beragam sumber dan telah dipublikasikan

secara luas.
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Dalam penelitian hukum normatif, studi pustaka menjadi metode
utama karena digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan
hukum guna memahami, mengkaji, serta merumuskan kaidah hukum yang
relevan dengan permasalahan yang diteliti.*> Sumber tersebut meliputi
peraturan-peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), buku-
buku yang relevan, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen resmi, serta

laman resmi yang memuat informasi BPOM.

5. Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif evaluatif.
Peneliti menganalisis norma kebijakan penggunaan Al dalam Peraturan
BPOM No. 28 Tahun 2025, kemudian mempertemukannya dengan prinsip-
prinsip maslahah (kemudahan, kepastian, keselamatan, dan pencegahan
kemudaratan). Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode
deduktif, yaitu berangkat dari norma-norma umum (prinsip-prinsip maslahah
dan kaidah hukum) menuju analisis khusus mengenai pengaturan Al dalam

sistem registrasi BPOM.

66.

35 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), him.64
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